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Abstrak 
Kontrak konstruksi memainkan peran penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Klausul kontrak 

standar sering digunakan untuk mengatur hubungan antara para pihak, mengurangi potensi konflik, 

dan memberikan kepastian hukum. Artikel ini menganalisis klausul-klausul standar dalam kontrak 

konstruksi, termasuk kelebihan, kekurangan, dan implikasinya terhadap para pihak. Penelitian ini 

dilakukan dengan studi kasus menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan meninjau regulasi, 

dokumen kontrak standar seperti FIDIC, serta kajian literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

meskipun klausul standar menawarkan efisiensi dan konsistensi, interpretasi yang kaku dan 

kurangnya adaptasi terhadap konteks lokal dapat menimbulkan masalah hukum. 

Kata Kunci: Klausul Standar, Kontrak Konstruksi, Proyek Konstruksi, Standar Kontrak. 

 

Abstract 
Construction contracts play an important role in the execution of construction projects. Standard 

contractual clauses are often used to regulate the relationship between the parties, reduce potential 

conflicts, and provide legal certainty. This article analyzes the standard clauses in construction 

contracts, including their advantages, disadvantages, and implications for the parties. This research 

was carried out with a case study using a juridical-normative approach by reviewing regulations, 

standard contract documents such as FIDIC, and literature reviews. The results of the analysis show 

that although standard clauses offer efficiency and consistency, rigid interpretation and lack of 

adaptation to local contexts can pose legal problems. 

Keywords: Standard Clauses, Construction Contracts, Construction Projects, Contract Standards. 
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PENDAHULUAN 

Proyek konstruksi melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan tanggung 

jawab yang berbeda, termasuk pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan subkontraktor. 

Oleh karena itu, sebuah kontrak konstruksi diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban 

para pihak secara jelas, dan memastikan para pihak terikat pada persyaratan yang disepakati 

secara hukum dan operasional. Kontrak konstruksi juga bertujuan untuk mengurangi 

ketidakpastian yang dapat muncul selama fase perencanaan dan pelaksanaan proyek. Untuk 

itu, seringkali digunakan kontrak dengan klausul standar yang dirancang untuk memberikan 

kerangka kerja umum yang efisien dan adil untuk para pihak. 

Pemilihan jenis kontrak yang tepat sangat mempengaruhi kelancaran proyek dan 

pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaan kontrak proyek konstruksi 

seringkali menghadapi tantangan seperti keterlambatan, kenaikan biaya, kualitas pekerjaan 

yang buruk, dan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk 

memahami berbagai jenis kontrak, serta standar-standar kontrak internasional yang 

digunakan untuk mengelola risiko dan menciptakan lingkungan kerja yang adil bagi semua 

pihak. Meskipun pada prakteknya, klausul standar ini tidak selalu compatible dengan 

kebuthan spesifik proyek atau hukum lokal. 

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka dibuatlah penelitian ini yang bertujuan 

untuk mengetahui, menganalisis, dan menggambarkan mengenai hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi untuk meminimalisir timbulnya 

sengketa antar pihak yang berkontrak (Slamet, Desember 2016). 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, yaitu ditulis dengan singkat namun 

jelas memaparkan mengenai jenis penelitian, teknik analisis data, lokasi penelitian, dan 

responden atau narasumber yang dituju dalam penelitian. Studi kasus yang dipakai adalah 

studi kasus jamak yang melibatkan beberapa kasus untuk membandingkan dan 

mengidentifikasi hingga bisa menemukan pola nya secara umum. Fokus utama adalah 

mengevaluasi klausul-klausul kunci dalam kontrak konstruksi, seperti klausul pembayaran, 

penyelesaian sengketa, perubahan pekerjaan, dan tanggung jawab para pihak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Klausul Kontrak Standar 

Klausul kontrak standar dirancang untuk memberikan pedoman umum yang dapat 

digunakan dalam berbagai jenis proyek. Karakteristik utamanya meliputi: 

▪ Kepastian hukum 

Kepastian hukum dalam kontrak konstruksi mempunyai kaitan yang erat dengan 

kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak dalam bentuk kontrak sehingga 

mengakibatkan lahirnya hubungan hukum agar saling melaksanakan prestasi. Oleh karena 

itu, para pihak yang sudah terikat dalam suatu kontrak harus mematuhi tentang hal-hal yang 

terdapat dalam isi kontrak. Para pihak diharapkan melakukan perbuatan yang tidak 

merugikan pihak lain (non maleficence). Artinya, dengan adanya penegasan pengaturan 

tentang kontrak konstruksi ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Khaulah 

Sayu Ramadhani, Januari 2024). 

▪ Efisiensi 

Penggunaan standar kontrak berfungsi untuk meminimalisir waktu yang diperlukan 

untuk merancang kontrak dari awal, sehingga waktu yang ada bisa langsung dimaksimalkan 

untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. 

▪ Fleksibilitas terbatas 

Kontrak konstruksi sering kali dihadapkan pada perubahan yang tidak terduga. Oleh 
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karena itu, klausul kontrak harus dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam 

menghadapi perubahan kondisi tanpa mengorbankan kepentingan para pihak yang terlibat. 

Klausul utama dalam Kontrak Konstruksi 

KUHPerdata menetapkan beberapa asas dalam perjanjian sebagai koridor bagi para 

pihak yang membuat perjanjian, termasuk Kontrak Konstruksi. Asas-asas ini yang membuat 

kontrak menjadi perikatan yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya, klausul 

tersebut antara lain: 

▪ Identitas Para Pihak 

Menyebutkan pihak-pihak yang terlibat, seperti pemilik proyek (owner), kontraktor, 

konsultan, dan pihak lain yang relevan. 

▪ Lingkup Pekerjaan (Scope of Work) 

Penjelasan rinci tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh kontraktor, termasuk 

detail teknis, spesifikasi, dan standar yang harus dipenuhi. 

▪ Nilai Kontrak (Contract Price) 

Total biaya proyek, metode pembayaran (lump sum, unit price, atau gabungan 

keduanya), dan tahapan pembayaran. 

▪ Jadwal dan Waktu Pelaksanaan 

Tenggat waktu untuk penyelesaian pekerjaan, milestone utama, dan ketentuan terkait 

keterlambatan. 

▪ Ketentuan perubahan Pekerjaan (Variation Orders) 

Prosedur untuk mengubah lingkup pekerjaan, termasuk bagaimana perubahan tersebut 

akan mempengaruhi biaya dan jadwal. 

▪ Jaminan dan Asuransi 

Jaminan pelaksanaan (performance bond), jaminan uang muka (advance payment 

bond), jaminan pemeliharaan (maintenance bond), dan asuransi (seperti asuransi pekerja, 

asuransi kerusakan proyek). 

▪ Kewajiban Kontraktor 

Rincian tanggung jawab kontraktor, termasuk penyediaan tenaga kerja, material, alat, 

dan pengelolaan pekerjaan. 

▪ Kewajiban Pemilik Proyek 

Tanggung jawab pemilik proyek, seperti memberikan akses ke lokasi kerja, 

menyediakan gambar desain, atau melakukan pembayaran tepat waktu. 

▪ Pengawasan dan Inspeksi 

Ketentuan tentang pengawasan kualitas pekerjaan, inspeksi oleh konsultan atau pemilik 

proyek, dan penyerahan pekerjaan. 

▪ Sanksi Keterlambatan 

Ketentuan tentang denda keterlambatan (liquidated damages) jika pekerjaan tidak 

selesai tepat waktu. 

▪ Force Majeure 

Ketentuan tentang kejadian di luar kendali (seperti bencana alam, perang, atau 

pandemic) dan dampaknya terhadap pelaksanaan kontrak. 

▪ Penyelesaian Perselisihan 

Mekanisme penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau 

pengadilan. 

▪ Pemutusan Kontrak 

Ketentuan tentang hak dan prosedur pemutusan kontrak oleh salah satu pihak, serta 

konsekuensinya. 

▪ Pemeliharaan dan Garansi 

Ketentuan tentang periode pemeliharaan (defect liability period) dan tanggung jawab 

kontraktor untuk memperbaiki kerusakan selama periode tersebut. 
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▪ Ketentuan Hukum dan Yuridiksi 

Hukum yang berlaku dan yurisdiksi tempat penyelesaian sengketa. 

Kelebihan dan Kekurangan Klausul Standar 

▪ Kelebihan: 

- Meningkatkan efisiensi administratif 

- Mengurangi risiko konflik melalui pedoman yang telah teruji 

▪ Kekurangan: 

- Kurangnya fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan proyek tertentu 

- Potensi konflik interpretasi jika tidak sesuai dengan hukum local 

Studi Kasus 

Implementasi klausul standar di Indonesia sering dihadapkan pada tantangan adaptasi 

dengan hukum lokal, sehingga bisa menjadi sumber konflik jika interpretasinya tidak sesuai 

dengan hukum perdata Indonesia. 

Penelitian ini mengambil sample 3 kontrak dari tempat penulis bekerja, dengan 

membedakan kontrak tersebut berdasarkan sumber dana. 

Tabel 1. Perbandingan Isi Kontrak Sesuai Klausul Standar Berdasarkan  

Sumber Dana Proyek Konstruksi 
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Sumber:  

1. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Penataan KSPN 

Wakatobi Tahap I, Nomor: HK.02.01.Cb.30.4/SATKER-ST/PKP-FISIK/600 tanggal 25 

Oktober 2022; 

2. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung 

Praktik Hospitality Lanjutan dan Gedung Praktik Jurusan Perjalanan Politeknik Pariwisata 

NHI Bandung, Nomor: 063/KONTRAK/PPK/PPNHIB/III/2023 tanggal 24 Maret 2023; 

3. Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Disaster Recovery 

Center (DRC) di Injoko Surabaya antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT 

Nindya Karya (Persero), Nomor: 1133/SPP/TIB.SPC.REP/2021 tanggal 27 Mei 2021. 

Dari 3 kontrak kerja konstruksi yang dijadikan sebagai sample, dapat disampaikan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Kontrak Proyek konstruksi dengan sumber dana Pemerintah (APBN) memiliki 

karakteristik yang mengikuti regulasi ketat berdasarkan Hukum dan aturan yang berlaku, 

seperti Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 

Klausul yang relevan antara lain: 

- Klausul pengadaan yang mengacu pada aturan pemerintah, misalnya pemilihan terkait 

pelaksanaan tender yang dilakukan secara terbuka atau seleksi terbatas. 

- Klausul anggaran yang merinci proses pencairan dana, termin pembayaran, dan 

pembatasan terkait penggunaan APBN/ APBD. 

- Klausul kepatuhan regulasi yang mengharuskan Para Pihak yang berkontrak mematuhi 

Undang-Undang, termasuk peraturan lingkungan, ketenagakerjaan, dan perpajakan. 

- Klausul penalti memuat hukuman yang lebih tegas jika sewaktu-waktu terjadi 

pelangaran terhadap penggunaan dana dari uang rakyat. 

- Klausul audit yang mewajibkan pembukaan akses audit untuk Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) atau inspektorat. 

b. Kontrak Proyek konstruksi dengan Dana Hibah/ Pinjaman Luar Negeri memiliki syarat 

khusus berdasarkan perjanjian internasional. Klausul yang relevan diterapkan pada 

kontrak dengan sumber dana Loan antara lain: 

- Klausul pengadaan yang harus mengikuti panduan Lembaga pemberi dana (missal: 

pedoman pengadaan Bank Dunia). 

- Klausul Valuta Asing sebagai pedoman dalam pembayaran mata uang asing dan risiko 

nilai tukar. 

- Klausul kepatuhan internasional yang mewajibkan kontrak kerja konstruksi sesuai 

dengan standar global, termasuk social, lingkungan, dan etika kerja.  

- Klausul pelaporan yang mewajibkan penyerahan laporan secara berkali kepada 

Lembaga Pemberi Dana, mencangkup progress fisik dan keuangan. 

- Klausul penyelesaian sengketa biasanya mencantumkan arbitrase internasional sesuai 

konvensi. 

c. Kontrak Proyek konstruksi dengan dana milik instansi terkait memiliki karakteristik yang 

menekankan keamanan, kepatuhan regulasi, dan pengelolaan risiko. Klausul kontrak 

disusun lebih rinci dari kontrak konstruksi dengan dana milik Pemerintah, hal ini 

bertujuan agar proyek terlaksana sesuai dengan standar industri dan memenuhi prinsip tata 

kelola yang baik. 
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KESIMPULAN 
Penggunaan klausul kontrak standar dalam proyek konstruksi memberikan banyak manfaat 

termasuk efisiensi dan kepastian hukum. Namun, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan 

bahwa klausul tersebut disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan proyek termasuk sumber 

dana yang digunakan. Oleh karena itu, direkomendasikan: 

▪ Meningkatkan pelatihan bagi para pihak dalam memahami dan menerapkan klausul standar 

▪ Mengadopsi pendekatan fleksibel dalam penyusunan kontrak untuk mengakomodasi kebutuhan 

spesifik 

▪ Mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap hukum dan 

budaya local 
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